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Abstract — The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the strategic policies of
the Indonesian government aimed at improving the nutritional quality of the community
while also supporting human resource development toward the Golden Indonesia 2045.
The success of the implementation of this program is not only determined by the
availability of resources but also by the level of public trust in the administration of the
policy. This research aims to analyze the implementation of the Free Nutritious Meal
Program in various scientific studies, identify factors influencing public trust, and
develop a conceptual synthesis regarding efforts to build public trust in the
implementation of the program. The research uses a literature review method by
examining various scientific articles, books, research reports, and relevant policy
documents regarding school meal programs, public policy implementation, governance,
and public trust. Data is analyzed using content analysis techniques thru the processes
of identification, theme grouping, interpretation, and synthesis of various research
findings. The study results show that the implementation of the Free Nutritious Meal
Program is influenced by the quality of governance, implementation capacity, and
collaboration among stakeholders. Public trust in the program is shaped by four main
dimensions: transparency and accountability, implementation quality and food safety,
participation and social collaboration, and effective public communication. Literature
synthesis shows that public trust is an important prerequisite for the legitimacy,
acceptance, and sustainability of the implementation of the Free Nutritious Meal
Program. Therefore, strengthening transparent governance, improving implementation
quality, engaging the community, and participatory public communication need to be
prioritized to support the program's success.

Keywords - Public Trust, Free Nutritious Meal Program (MBG), Policy
Implementation, Governance, Literature Review.

Abstrak — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan
strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat
sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas
2045. Keberhasilan implementasi program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan
sumber daya, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan
kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan
Bergizi Gratis dalam berbagai kajian ilmiah, mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi kepercayaan publik, serta menyusun sintesis konseptual mengenai upaya
membangun kepercayaan publik dalam implementasi program tersebut. Penelitian
menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku,
laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai program
pemberian makan sekolah, implementasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan,
dan kepercayaan publik. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content
analysis) melalui proses identifikasi, pengelompokan tema, interpretasi, dan sintesis
berbagai temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Program
Makan Bergizi Gratis dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas implementasi,
serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kepercayaan publik terhadap program
dibentuk oleh empat dimensi utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas, kualitas
implementasi dan keamanan pangan, partisipasi serta kolaborasi sosial, dan
komunikasi publik yang efektif. Sintesis literatur menunjukkan bahwa kepercayaan
publik merupakan prasyarat penting bagi legitimasi, penerimaan, dan keberlanjutan
implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Oleh karena itu, penguatan tata kelola
yang transparan, peningkatan kualitas implementasi, pelibatan masyarakat, dan
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komunikasi publik yang partisipatif perlu menjadi prioritas dalam mendukung
keberhasilan program.

Kata Kunci — Kepercayaan Publik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG),
Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan, Studi Pustaka.

I. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia yang
dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat,
khususnya peserta didik, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Program ini tidak hanya berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia
menuju visi Indonesia Emas 2045. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi gizi pada usia sekolah
memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesehatan, kemampuan kognitif, prestasi belajar, serta
produktivitas masyarakat di masa depan [1], [2].

Secara global, program pemberian makan di sekolah (school feeding programme) telah diterapkan di berbagai
negara sebagai instrumen kebijakan sosial untuk mengurangi malnutrisi, meningkatkan partisipasi pendidikan, dan
memperkuat perlindungan sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi program tersebut mampu
meningkatkan angka kehadiran siswa, mengurangi angka putus sekolah, memperbaiki status gizi, serta memberikan
dampak positif terhadap capaian akademik [3]-[5]. Selain manfaat kesehatan dan pendidikan, program pemberian
makan sekolah juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk pangan daerah
dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan sekolah menghadapi [6].

Di Indonesia, implementasi Program Makan Bergizi Gratis menghadapi tantangan yang lebih kompleks
dibandingkan negara-negara lain karena karakteristik geografis, sosial, dan kelembagaan yang beragam. Luas
wilayah kepulauan, kesenjangan infrastruktur antar wilayah, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta
kompleksitas koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program
[1], [7]- Selain itu, isu mengenai kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi anggaran, mekanisme distribusi,
serta pengawasan pelaksanaan program turut menjadi perhatian publik sejak program ini mulai diimplementasikan.

Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas
desain kebijakan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara
kebijakan. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap
suatu kebijakan, mendorong partisipasi warga, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan, serta memperkuat
legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik [8], [9]. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan
publik dapat memunculkan resistensi, penyebaran disinformasi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga
melemahkan efektivitas implementasi kebijakan.

Kepercayaan publik dibangun melalui praktik tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif,
dan partisipatif [10], [11]. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, aspek-aspek tersebut tercermin dalam
keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran, kualitas layanan penyediaan makanan, keamanan pangan,
mekanisme pengawasan, komunikasi pemerintah, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat. Dengan demikian,
kepercayaan publik tidak terbentuk hanya karena adanya program yang memberikan manfaat langsung kepada
masyarakat, tetapi juga karena masyarakat meyakini bahwa program tersebut dikelola secara profesional, adil, dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis terus berkembang, sebagian besar penelitian masih
berfokus pada aspek implementasi kebijakan, tata kelola, efektivitas program, analisis gizi, maupun dampaknya
terhadap pendidikan dan kesehatan. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan berbagai temuan penelitian untuk
menjelaskan bagaimana kepercayaan publik dibangun dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis masih
relatif terbatas. Padahal, pemahaman mengenai faktor-faktor pembentuk kepercayaan publik sangat penting sebagai
dasar dalam memperkuat keberlanjutan implementasi program sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan
pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini disusun melalui pendekatan studi pustaka untuk mengkaji berbagai
hasil penelitian mengenai implementasi program pemberian makan sekolah dan Program Makan Bergizi Gratis,
kemudian mensintesis berbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya kepercayaan publik. Hasil kajian diharapkan
dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi kebijakan publik sekaligus menjadi masukan bagi
pemerintah dalam memperkuat tata kelola implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
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II1. PENELITIAN YANG TERKAIT

Kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun program pemberian makan sekolah telah
banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Sebagian besar penelitian berfokus pada efektivitas implementasi
kebijakan, dampak terhadap status gizi dan pendidikan, tata kelola program, serta evaluasi pelaksanaannya.[1],
misalnya, menyoroti bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar dalam
meningkatkan kualitas gizi, hasil belajar, dan pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, penelitian
tersebut lebih menekankan aspek implementasi kebijakan dan tantangan operasional, seperti kesiapan infrastruktur,
koordinasi lintas sektor, dan sistem distribusi. Kajian lain dilakukan oleh [7] yang menganalisis implementasi
Program Makan Bergizi Gratis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian
tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya,
disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun demikian, fokus penelitian masih terbatas pada efektivitas
implementasi kebijakan dan belum mengkaji bagaimana proses implementasi tersebut memengaruhi terbentuknya
kepercayaan publik terhadap program.Dari perspektif tata kelola pemerintahan, [9] menjelaskan bahwa kepercayaan
publik merupakan hasil dari transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan, komunikasi pemerintah, dan partisipasi
masyarakat dalam proses kebijakan. Temuan tersebut diperkuat oleh [10] serta [11] yang menegaskan bahwa
penerapan prinsip good governance menjadi faktor penting dalam meningkatkan legitimasi pemerintah dan
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Akan tetapi, kajian-kajian tersebut masih membahas
kepercayaan publik secara umum dan belum secara spesifik dikaitkan dengan implementasi Program Makan Bergizi
Gratis. Sementara itu, sejumlah penelitian mengenai program pemberian makan sekolah di berbagai negara
menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, keamanan pangan, keterlibatan
masyarakat, serta keberlanjutan pendanaan [4], [6], [7]. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran
mengenai praktik implementasi yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian
masih berorientasi pada evaluasi program dan dampaknya terhadap kesehatan maupun pendidikan, sehingga belum
mengintegrasikan aspek implementasi kebijakan dengan pembentukan kepercayaan publik.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kajian mengenai Program Makan Bergizi
Gratis masih didominasi oleh pembahasan mengenai efektivitas implementasi, dampak program, serta tata kelola
kebijakan. Kajian yang secara khusus mensintesis berbagai hasil penelitian untuk menjelaskan bagaimana
kepercayaan publik dibangun dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis masih relatif terbatas. Oleh karena
itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan studi pustaka dengan mengintegrasikan berbagai
temuan empiris mengenai implementasi program pemberian makan sekolah, tata kelola pemerintahan, dan
kepercayaan publik untuk menghasilkan sintesis konseptual tentang faktor-faktor yang membangun kepercayaan
publik dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (/ibrary research), yaitu metode penelitian yang

menjadikan berbagai literatur ilmiah sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Pendekatan ini
digunakan untuk mengkaji, mengidentifikasi, dan mensintesis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian yang
relevan dengan topik kepercayaan publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia
[12]. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian,
dokumen kebijakan pemerintah, dan publikasi lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian.
Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran, seleksi, dan dokumentasi berbagai sumber literatur yang
sesuai dengan tujuan penelitian. Seluruh referensi yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema,
fokus pembahasan, metode penelitian, serta temuan utama. Dalam proses tersebut, peneliti menggunakan instrumen
berupa lembar klasifikasi literatur, peta konsep, dan format pencatatan data untuk memudahkan proses identifikasi
serta penyusunan hasil kajian secara sistematis [13].

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang
digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensintesis informasi yang terkandung dalam berbagai
dokumen yang telah dipilih [14]. Melalui teknik ini, peneliti menganalisis pola-pola pembahasan mengenai
kepercayaan publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis, termasuk faktor-faktor yang
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memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, persepsi terhadap pelaksanaan program, serta berbagai tantangan
yang muncul selama implementasinya. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan proses pengecekan
silang (cross check) antar sumber pustaka, penelaahan ulang terhadap referensi yang digunakan, serta perbandingan
berbagai perspektif yang berkembang dalam literatur ilmiah [14]. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara
sistematis dengan mengedepankan prinsip kejelasan, koherensi, dan kemudahan dipahami sehingga mampu
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kajian kepercayaan publik terhadap
implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Iv. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Kajian Literatur

Program pemberian makan sekolah (school feeding programme) telah lama menjadi salah satu instrumen
kebijakan publik yang diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan
anak. Program ini tidak hanya dipandang sebagai intervensi pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai
investasi sosial jangka panjang yang berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Berbagai kajian
menunjukkan bahwa penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah mampu meningkatkan konsentrasi belajar,
menurunkan angka ketidakhadiran siswa, memperbaiki status gizi, serta meningkatkan partisipasi pendidikan,
terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi [3], [15], [16].

Perkembangan program pemberian makan sekolah di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan ini terus
mengalami transformasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Di negara-negara berpendapatan tinggi,
program pemberian makan sekolah lebih diarahkan untuk membangun pola konsumsi sehat, mengurangi obesitas
pada anak, dan membentuk perilaku hidup sehat sejak usia dini. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, program
tersebut lebih difokuskan pada upaya mengatasi malnutrisi, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta
memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga miskin [17]. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa
implementasi program pemberian makan sekolah tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan
kelembagaan masing-masing negara.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program pemberian makan sekolah
tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mendukung pelaksanaan
program. [16] menjelaskan bahwa isu keberlanjutan, pengelolaan limbah makanan, integrasi pendidikan gizi, serta
penguatan sistem pangan lokal menjadi perhatian utama dalam pengembangan program pemberian makan sekolah
di berbagai negara. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyediaan makanan,
tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun sistem implementasi yang efektif, akuntabel, dan
berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis
pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan
sumber daya manusia. Program ini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang bertujuan mengurangi
stunting, meningkatkan kualitas kesehatan anak, memperbaiki hasil pendidikan, serta mempersiapkan generasi
produktif menuju Indonesia Emas 2045 [1], [2]. Dibandingkan berbagai program pemberian makan sekolah di negara
lain, MBG memiliki cakupan penerima manfaat yang jauh lebih luas karena menyasar puluhan juta peserta didik dan
kelompok rentan di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun memiliki tujuan yang strategis, implementasi Program Makan Bergizi Gratis menghadapi tantangan
yang tidak sederhana. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan distribusi logistik
menjadi salah satu persoalan utama, terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Selain itu, kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur sekolah, mekanisme pengadaan bahan pangan, hingga
koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program [1], [2], [7].
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG tidak hanya memerlukan dukungan anggaran yang besar,
tetapi juga tata kelola pemerintahan yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor dan sumber daya secara efektif.

Kajian dari berbagai negara memperlihatkan bahwa keberhasilan program pemberian makan sekolah sangat
dipengaruhi oleh kualitas implementasi di tingkat lokal. Penelitian [4] menunjukkan bahwa mayoritas penerima
manfaat memandang program pemberian makan sekolah sebagai kebijakan yang penting karena mampu
meningkatkan kehadiran, motivasi belajar, serta kepuasan siswa terhadap proses pembelajaran. Temuan serupa juga
dikemukakan oleh [18] yang menjelaskan bahwa guru menilai program pemberian makan sekolah mampu
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meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar sekaligus mengurangi hambatan belajar yang
disebabkan oleh kekurangan asupan gizi.

Pengalaman implementasi di India melalui program Midday Meal Scheme memperlihatkan bahwa pemberian
makan sekolah berkontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dalam skala nasional [5].
Sementara itu, Program Peningkatan Nutrisi di Tiongkok tidak hanya meningkatkan capaian akademik peserta didik,
tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan akses pendidikan menengah [19]. Berbagai
hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa investasi pada program pemberian makan sekolah memiliki manfaat
multidimensional yang melampaui tujuan pemenuhan kebutuhan gizi semata.

Di sisi lain, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program pemberian makan sekolah
menghadapi tantangan yang relatif serupa di berbagai negara. Permasalahan kualitas makanan, keterbatasan
pendanaan, kapasitas kelembagaan, koordinasi antar instansi, hingga keberlanjutan pembiayaan merupakan isu yang
terus muncul dalam berbagai konteks implementasi. Di Brazil, tantangan utama terletak pada integrasi program
dengan sektor pertanian keluarga dan mekanisme birokrasi, sedangkan di Ghana dan Kenya tantangan lebih banyak
berkaitan dengan keberlanjutan pendanaan, keterbatasan infrastruktur, dan koordinasi kelembagaan [3], [20], [21].
Persamaan berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberian makan sekolah pada
dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola kebijakan.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa implementasi Program Makan Bergizi
Gratis merupakan kebijakan publik yang memiliki dimensi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial secara
sekaligus. Oleh karena itu, keberhasilan implementasinya tidak cukup diukur melalui indikator kuantitatif seperti
jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang diserap, tetapi juga melalui kualitas proses implementasi yang
mencakup efektivitas koordinasi kelembagaan, pemerataan distribusi, kualitas pelayanan, keamanan pangan, serta
kemampuan pemerintah membangun kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Dengan demikian,
kajian mengenai implementasi MBG tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai faktor-faktor yang
membentuk kepercayaan publik, karena keberhasilan suatu kebijakan publik pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh
tingkat penerimaan dan legitimasi yang diberikan oleh masyarakat.

3.2 Faktor-Faktor yang Membangun Kepercayaan Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Kepercayaan publik merupakan salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan
publik. Dalam perspektif administrasi publik, kepercayaan masyarakat tidak muncul secara otomatis ketika
pemerintah meluncurkan sebuah program, tetapi dibangun melalui proses implementasi yang menunjukkan
integritas, transparansi, kualitas pelayanan, serta kemampuan pemerintah memenuhi harapan masyarakat. [9]
menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan hasil interaksi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
perlu dipahami tidak hanya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai proses
membangun legitimasi pemerintah melalui pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang berperan dalam membentuk
kepercayaan publik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis, yaitu transparansi dan akuntabilitas,
kualitas pelayanan dan keamanan pangan, pemerataan distribusi serta kapasitas implementasi, dan komunikasi publik
yang efektif.

3.2.1 Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Fondasi Kepercayaan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor yang paling dominan dalam membangun kepercayaan publik
terhadap suatu kebijakan pemerintah. Masyarakat cenderung memberikan kepercayaan apabila memperoleh
informasi yang jelas mengenai tujuan program, mekanisme pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta hasil yang
dicapai. Sebaliknya, keterbatasan akses informasi dan lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan persepsi
negatif terhadap penyelenggaraan program. Keterbukaan data pemerintah melalui sistem informasi publik mampu
meningkatkan pengawasan masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam mengawal implementasi
kebijakan [22]. Ketersediaan informasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat melakukan kontrol terhadap
pelaksanaan program sehingga meningkatkan legitimasi pemerintah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian [23]
yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat
transparansi dan akuntabilitas penyelenggara program.
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Dalam konteks MBG, transparansi menjadi semakin penting karena program ini melibatkan anggaran negara
dalam jumlah besar serta melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah,
penyedia makanan, hingga masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan yang terbuka, sistem pengawasan
yang efektif, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan
masyarakat terhadap keberlanjutan program.

3.2.2 Kualitas Pelayanan dan Keamanan Pangan

Selain tata kelola, kualitas pelayanan juga menjadi faktor yang menentukan persepsi masyarakat terhadap
keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Dalam program pemberian makan sekolah, kualitas
pelayanan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya makanan, tetapi juga menyangkut mutu gizi, cita rasa,
kebersihan, keamanan pangan, serta ketepatan waktu distribusi.

Penelitian [24] menunjukkan bahwa sebagian besar siswa lebih menyukai makanan yang disiapkan oleh
keluarga dibandingkan makanan yang diproduksi secara massal karena mempertimbangkan aspek rasa, kebersihan,
dan keamanan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepuasan penerima manfaat sangat dipengaruhi oleh
kualitas makanan yang disediakan. Apabila kualitas makanan tidak memenuhi harapan masyarakat, maka
kepercayaan terhadap program juga berpotensi menurun.

Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian penting dalam implementasi MBG. [25] mengidentifikasi
berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas produksi, kesiapan sumber daya manusia, pengawasan sanitasi,
hingga risiko keracunan makanan apabila standar keamanan pangan tidak diterapkan secara konsisten. Temuan
tersebut didukung oleh [26] yang menyatakan bahwa sistem produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan yang
terstandarisasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi risiko kegagalan
implementasi program.

Dengan demikian, kualitas pelayanan dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menentukan
keberhasilan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat mengenai profesionalisme
pemerintah dalam mengelola kebijakan publik.

3.2.3 Pemerataan Distribusi dan Kapasitas Implementasi

Kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjamin pemerataan akses terhadap
manfaat program. Dalam negara yang memiliki karakteristik geografis seperti Indonesia, distribusi menjadi salah
satu tantangan terbesar dalam implementasi MBG. Wilayah kepulauan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),
serta keterbatasan infrastruktur logistik menyebabkan kualitas layanan yang diterima masyarakat berpotensi berbeda
antar wilayah. Disparitas distribusi merupakan salah satu kendala utama implementasi Program Makan Bergizi Gratis
di Indonesia [7]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain
program di tingkat pusat, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pelaksanaan program .

Pengalaman berbagai negara memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi program pemberian makan
sekolah sangat bergantung pada kapasitas institusional di tingkat lokal. Penelitian [27] menunjukkan bahwa
keterlibatan masyarakat lokal melalui pendekatan home-grown school feeding mampu meningkatkan keberlanjutan
program sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Sementara itu, [28] menemukan bahwa pemerataan akses
terhadap makanan sekolah mampu meningkatkan keamanan pangan keluarga, mengurangi beban ekonomi rumah
tangga, dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program.

Selain pemerataan distribusi, koordinasi lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan
kapasitas implementasi. Program MBG melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, sekolah, tenaga
kesehatan, pelaku usaha pangan, dan masyarakat. Menurut [29], keberhasilan program hanya dapat dicapai apabila
koordinasi antar aktor berjalan secara efektif sehingga setiap tahapan implementasi dapat dilaksanakan secara
terintegrasi. Pengalaman Brazil maupun Tanzania juga menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan yang baik
menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan program pemberian makan sekolah [3], [6].

3.2.4 Komunikasi Publik dan Persepsi Masyarakat

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam membangun kepercayaan publik adalah komunikasi pemerintah.
Kebijakan publik yang baik memerlukan strategi komunikasi yang mampu menjelaskan tujuan program, manfaat
yang akan diperoleh masyarakat, serta mekanisme pelaksanaan secara terbuka dan mudah dipahami. Komunikasi
yang efektif akan memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus mengurangi munculnya kesalahpahaman maupun
disinformasi. Komunikasi publik berperan penting dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap berbagai
program pemerintah, meskipun masih ditemukan kesenjangan akses informasi akibat keterbatasan infrastruktur
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digital di beberapa wilayah [30]. Di sisi lain,[31] menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran strategis sebagai media
komunikasi kebijakan sekaligus sarana membangun literasi gizi melalui interaksi antara guru, siswa, dan orang tua.

Perkembangan media sosial juga turut memengaruhi pembentukan opini publik terhadap Program Makan
Bergizi Gratis. Penelitian [32] menunjukkan bahwa sentimen masyarakat terhadap program MBG didominasi oleh
persepsi positif, meskipun masih terdapat kekhawatiran mengenai transparansi, kualitas makanan, dan pemerataan
distribusi. Temuan tersebut diperkuat oleh [33] yang menyatakan bahwa generasi muda pada umumnya mendukung
tujuan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi tetap memberikan perhatian terhadap kualitas tata kelola pemerintah
dalam mengimplementasikan program tersebut. Dalam konteks tersebut, kepercayaan publik tidak hanya dibentuk
oleh manfaat nyata yang diterima masyarakat, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah membangun komunikasi yang
terbuka, responsif, dan mampu mengatasi berbagai bentuk disinformasi yang berkembang di ruang publik. Dengan
demikian, komunikasi publik menjadi instrumen strategis untuk memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus menjaga
keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Secara keseluruhan, sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Program
Makan Bergizi Gratis merupakan hasil interaksi antara kualitas tata kelola, mutu pelayanan, kapasitas implementasi,
serta efektivitas komunikasi pemerintah. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk persepsi
masyarakat terhadap keberhasilan program. Oleh karena itu, upaya membangun kepercayaan publik tidak dapat
dilakukan melalui satu aspek saja, melainkan memerlukan penguatan tata kelola yang terintegrasi agar implementasi
Program Makan Bergizi Gratis mampu memperoleh legitimasi dan dukungan masyarakat secara berkelanjutan.

3.3 Kepercayaan Publik dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi
Gratis (MBG) merupakan suatu konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara kualitas tata kelola,
kapasitas implementasi, pengalaman masyarakat sebagai penerima manfaat, serta efektivitas komunikasi pemerintah.
Dengan demikian, kepercayaan publik tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari pelaksanaan suatu
program, melainkan sebagai hasil dari proses implementasi kebijakan yang mampu memenuhi harapan masyarakat
secara konsisten.

Berbagai penelitian yang telah dikaji memperlihatkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis
tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk
memperkuat legitimasi pemerintah melalui penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam perspektif
kebijakan publik, masyarakat akan memberikan kepercayaan apabila pemerintah mampu menunjukkan komitmen
terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas,
responsivitas, dan partisipasi masyarakat [10], [ 11]. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi MBG harus dipahami
sebagai keberhasilan membangun hubungan yang saling mempercayai antara pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan sintesis literatur, terdapat empat dimensi utama yang membentuk kepercayaan publik dalam
implementasi Program Makan Bergizi Gratis, yaitu dimensi tata kelola, dimensi operasional, dimensi sosial, dan
dimensi komunikasi.

Dimensi pertama adalah tata kelola pemerintahan. Berbagai penelitian menempatkan transparansi dan
akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam membangun legitimasi kebijakan publik. Keterbukaan informasi
mengenai penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan pangan, proses distribusi, serta sistem pengawasan akan
meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa program dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab [9], [34].
Sebaliknya, lemahnya transparansi berpotensi menimbulkan keraguan terhadap efektivitas program serta membuka
ruang bagi munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi prasyarat
utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap MBG.

Dimensi kedua adalah kualitas implementasi atau dimensi operasional. Kepercayaan masyarakat sangat
dipengaruhi oleh pengalaman nyata yang mereka rasakan selama program berlangsung. Kualitas makanan yang
disajikan, keamanan pangan, ketepatan waktu distribusi, kecukupan sarana dan prasarana, serta kompetensi sumber
daya manusia merupakan indikator yang secara langsung membentuk persepsi masyarakat terhadap kualitas
pelayanan pemerintah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas implementasi yang baik akan meningkatkan
kepuasan penerima manfaat, sedangkan berbagai permasalahan teknis seperti kualitas makanan yang rendah,
distribusi yang terlambat, maupun lemahnya pengawasan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap program [24], [25], [35].
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Dimensi ketiga adalah dimensi sosial, yaitu keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program. Kajian
literatur menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberian makan sekolah di berbagai negara tidak hanya
ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat, sekolah, orang tua, pelaku usaha lokal, dan
komunitas dalam mendukung keberlanjutan program. Keterlibatan berbagai aktor tersebut memperkuat rasa memiliki
(sense of ownership) terhadap kebijakan sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program [6], [36].
Dalam konteks Indonesia, pelibatan petani lokal, UMKM pangan, komite sekolah, serta pemerintah daerah dapat
memperkuat keberlanjutan implementasi MBG sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat karena manfaat
program dirasakan secara lebih luas.

Dimensi keempat adalah komunikasi publik. Literatur menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka,
konsisten, dan berbasis bukti merupakan instrumen penting dalam membangun persepsi positif masyarakat terhadap
kebijakan pemerintah. Di era digital, penyebaran informasi melalui media sosial berlangsung sangat cepat sehingga
pemerintah dituntut mampu memberikan informasi yang akurat sekaligus merespons berbagai bentuk disinformasi
yang berkembang di ruang publik [33], [37]. Selain itu, komunikasi yang efektif juga harus disertai dengan
peningkatan literasi gizi masyarakat sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dipahami sebagai
pemberian makanan gratis, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya
manusia.

Keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dalam membentuk kepercayaan
publik. Tata kelola yang baik akan memperkuat kualitas implementasi, implementasi yang berkualitas akan
meningkatkan kepuasan masyarakat, kepuasan masyarakat akan mendorong partisipasi publik, sedangkan
komunikasi yang efektif akan memperkuat legitimasi pemerintah sekaligus menjaga keberlanjutan dukungan
masyarakat terhadap program. Dengan demikian, kepercayaan publik merupakan hasil dari sinergi berbagai aspek
yang saling mendukung dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, pembangunan kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi
Gratis memerlukan beberapa strategi yang saling melengkapi. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem tata
kelola melalui peningkatan transparansi anggaran, pengawasan berbasis teknologi informasi, serta mekanisme
evaluasi yang akuntabel. Kedua, peningkatan kualitas implementasi harus dilakukan melalui penguatan standar
keamanan pangan, pelibatan tenaga gizi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem
distribusi terutama di wilayah 3T. Ketiga, penguatan kolaborasi lintas sektor perlu dilakukan dengan melibatkan
pemerintah daerah, sekolah, pelaku usaha lokal, organisasi masyarakat, dan komunitas sebagai mitra implementasi
program. Keempat, strategi komunikasi publik harus diarahkan pada penyampaian informasi yang terbuka, edukatif,
dan responsif terhadap berbagai dinamika opini publik sehingga mampu mengurangi disinformasi sekaligus
meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, hasil studi pustaka ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Makan
Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh
kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang baik, implementasi yang
berkualitas, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan komunikasi publik yang efektif. Keempat aspek tersebut
membentuk suatu kerangka konseptual yang dapat menjadi landasan dalam memperkuat implementasi Program
Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan sumber daya
manusia di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi pustaka, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan
publik yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi strategis
dalam pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi program ini sangat dipengaruhi oleh
kemampuan pemerintah membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, kualitas
serta keamanan pangan yang terjamin, pemerataan distribusi, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta komunikasi
publik yang terbuka dan responsif. Sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan
faktor penting yang menentukan legitimasi, penerimaan, dan keberlanjutan implementasi Program Makan Bergizi
Gratis. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas implementasi, pelibatan berbagai pemangku
kepentingan, dan komunikasi yang partisipatif perlu menjadi prioritas agar Program Makan Bergizi Gratis mampu
mencapai tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
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